R.SitiZuhro

, uncak pesta pemilu legis-
latif, 9 April usai sudah.
4. Hasilnya pun telah diu-
mumkan, 9 Mei 2009. Di te-
ngah kecemasan dan kegemasan
masyarakat atas buruknya kiner-
ja KPU, pemilu berjalan dengan
relatif damai dan demokratis.
Secara umum pemilu legislatif
(pileg) 2009 berlangsung aman
dan lancar. Meskipun demikian,

banyak kalangan menilai bahwa

kualitas penyelenggaraannya jauh dari
harapan. Banyak persoalan yang diperta-
nyakan partai politik (parpol) peserta pe-
milu. Yang paling menonjol adalah ma-
salah carut-marut daftar pemilih tetap
(DPT)!, tertukarnya surat suara di be-

! Permasalahan DPT menyebabkan jumlah pe-
milih yang tidak menggunakan hak pilihnya
(golput} relatif meningkat, yaitu sekitar 40,31
persen, lihat Kompas dan Media Indonesia, 10
Mei 2009.




~berapa _temr)at (masalah logistik), dan
lambannya penayangan tabulasi elek-

tromk hasil: pemilu Sebagal alﬂbaté’
' nya, se}umlah parpol khususnya yangf

- berada di luar pemermtahan merasa
: dizahrm oleh parpol pemcrmtah Khu-

" susnya Parrai Demokrat - yang men-

~ jadi parpol pemenang pemilu. Seba-
gian parpol yang kalah pileg, bahkan,
mengancam akan memboikot pemi-
lu presiden (pilpres) bila hal tersebur
tak ditangani dengan baik. Beberapa
LSM dan Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) juga telah melayangkan
gugatan hukumnya, rermasuk soal
hasil tabulasi elektronik yang sangat
lambat.

Banyaknya persoalan dalam pemilu
legislarif 2009 yang tidak prospektif
bagi perkembangan demokrasi ke
depan tentunya perlu dicarikan solu-
sinya agar konstelasi politik nasional
pasca Pemilu 2009 menjadi kompa-
tibel dengan upaya konsolidasi de-
mokrasi. Lebih dari itu, Pemilihan
Presiden (pilpres) 2009 8 Juli yang
akan datang perlu diantisipasi secara
cermar mengingat berbagai kelemahan
yang terjadi pada pemilu legislatif
yang lalu. Hal tersebut penting dila-
kukan guna mewujudkan kualiras

pilpres mendatang yang lebih absah
(legitimaie) dan kredibel (credible).
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Evaluasi Pelakszm._aan Pemllu
Legislatxf 20{)9 ”

' Biia’ldie'\'ﬁfaluési' kelefﬁzibéﬁ :Ep;eh}e;léfngﬂf
garaan pemxlu Ieglslanf 2009, antara

lain; ‘disebabkan oleh beberapa hai_.
berikut: pertama, DPT (daftar pe-.

milih tetap) tidak akurat. Masalah

DPT tersebur menjadi isuakur yang '

senantiasa muncul di setiap pemilu
dan pilkada. Masalah DPT sangat
terkait dengan management adminis-
trasi-kependudukan secara nasional.
Kedua, sistemn Pemilu 2009 yang
berpedoman pada suara terbanyak
cukup rumit sehingga menyulitkan
petugas lapangan dan masyarakat
awam. Kertiga, komperensi dan ma-
najerial kepemiluan lembaga penye-
(KPU) sangat lemah.

Hampir semua tahapan bermasalah

lenggara pemilu

dan menuai kritik tajam. Bila diru-
juk, keadaan tersebut disebabkan oleh
sistem rekruicmennya yang mirip
rekruitmen lowongan pekerjaan pe-
gawai negen sipil. Akibatnya, orang?
orang yang kapabel dan mumpuni
tidak begitu berminar untuk berkom-
petisi memperebutkan pekerjaan ter-
sebut karena dirasakan hanya akan
merendahkan reputasi dan profe-
sionalitas mereka. Apalagi karena lem-
baga yang memilih {DPR) sarat de-
ngan unsur polids. Akhirnya, yang




S jURNAL.CSICI Voi wMEI }{}NI 2009 e 0.529"

dalah j.suara sah sebanyak 113 462 414 suaraﬁ"' )

. ann sekltal' 77,09% dati- )umiah._-_._:._.;.

' Keempat, mekamsme penczuran ang—

' --ga;an dai’i Departemen Keuangan v

sering teriambat sehmg a mengham—

bat tahapan pemdu yang sudah ter-

}adwal kerat, Kei;ma, tcnaga penun-

jang di Sekretariat — mulai KPU
pusat hmgga daerah - yang b_e_rasal
dari kalangan PNS banyak menim-
bulkan masalah karena ditengarai
memiliki loyalitas ganda dan meng-
alami dlsonentam Kinerja merei{a,
pada umumnya, cukup rendah dan
merasa bukan “bawahan” para ang-

gota KPU yang notabene bukan PNS

Kehma, masalah golongan puuh (gol-
put). Berdasarkan data sementara yang
dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum
(KPU), 9 Mei 2009, golput menca-
pai 68.997.841 atau 40,31%. Jumlah
itu diperoleh dari jumlah suara sah
Pemilu Legisladif 2009 dari 33 pro-
vinsi dengan 76 daerah pemilihan.
Jumlah pemilih yang terdaftar dalam
dafrar pemilih tetap (DPT) adalah
171.265.442 pemilih. Sebagai per-
bandingan pada Pemilu 2004, jumlah

:f_-fDan sekltar 40 31%
tersebut’ banya sek,tar 10% golput

Pemihh yang berj umla.h 147.105.259
7’pemxhh Dengan kata lam, persenta—"
_ e golput Pemilu 2009 }auh Ieblh
L .jbesar' ari Pemilu 20042 S

Yang golput .

yang sadar tidak mau me_mlhh_ Me-
‘reka itu adalah orang-orang yang
kecewa, apatis, dan bosan karena

melihat tidak ada perubahan yang
sighiﬁkan dari pergantian_ penguasa;3
Menurut Koordinator Komite Pemi-
lih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumaim-
pow, KPU gagal mencapai target
partisipasi pemilih dengan suara sah
80%. Sebab, jumlah suara sah hanya
59,69%. Menurut Jeirry kegagalan
KPU tersebut disebabkan oleh keti-
dakmampuannya dalam melakukan
sosialisasi. Dengan kara lain, KPU
ridak mampu melakukan sosialisasi
dan membersihkan daftar pemilih

tetap (DPT).

Di bawah lemahnya kinerja KPU dan
bayang-bayang ancaman boikot pil-

2 Kompas, 11 Mei 2009.
> Ihid.




o _pres tldak mudah bag1 pemermtah
.._untuk meyakmkan kepada publik
‘bahwa pilpres. mendatang akan ber-

. __langsung secara jujur, adil dan aman.

' '_Kuahtas Lmer}a KPU yang tak kian

' membalk jelas sangat mencemaskan

Bagi pememnzaﬂ tak ada kata yang

'.'Ieb1h baik selain- dan memperbaiki

secara sungguh sungguh masalah DPT
da_n_ _r_n_e_noawal_ pelaksanaan pilpres
dengan baik. .

Meskipun UU Pemilu menegaskan
kepada para pemilih untuk bersikap
proaktif, pemerintah rampaknya tak
ingin terkubur di lubang yang sama
karena risiko politiknya yang tak bisa
dipandang enteng. Di beberapa dae-
rah,. misalnya, dilakukan pendataan
dan pengecekan kembali pemilih se-
cara dpor to door. Persoalannya ada-
lah - apakah dalam penyelengearaan
pilpres nanti KPU akan mampu men-
jalani tahapan-tahapan pilpres sesuai
dengan jadwal dan memperbaiki ki-
nerjanya? Bila tidak, tak hanya KPU
yang akan kehilangan kredibilitas atau
integritasnya, tapt juga pemerintah.
Meskipun penyclenggaraan pemilu
merupakan tanggung jawab KPU,
sulit bagi pemerintah untuk menya-
takan tidak ikut berranggung jawab.

Selain 1su DPT, masalah pengge-
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_.Iembungan suara- }uga ‘merupakan

piobiem yang pahng mcnonjol diper-
sengketakan Yang teralchir. ini, bah-

kan, - sampai membuar pemerintah
cukup gerah karena selain dltudmg

tidak becus dan memampula& suara,

'beberapq elit parpol sampai Inewa- |

canakan kemungkman ‘memboikot”
pemilu presiden 8 Juli 2009. K’lrena
dianggap bisa menimbulkan opini
publik yang ridak schatr dan impli-
kasi sosial yang destructive, Susilo
Bambang Yudhyono (SBY), bahkan,
sampai terpancing untuk membuat
pernyataan politik yang agak “meng-
ancam .

Fasil Pemilu Legislatif 2009

Berdasarkan hasil pemilu legislatif
(pileg) yang ditetapkan KPU, partai
Demokrat memperoleh 20,85% (150
kursi), Golkar 14,45 (107 kursi),
PDIP 14,03% (95 kursi), PKS
7.88% (57 kursi), PAN 6,01% (43
kurst), PPP 5,32% (37 kursi), PKB
4,949% (27 kursi), Gerindra 4,46%
(26 kursi), dan Hanura 3,77% (18
kursi).* Adapun suara 29 parpol la-

4 Berdasarkan hasil pengumuman KPU

vang dimuar di berbagai media massa,

7 Mei 2009,




: -_nan permlu Adapun pcrolehan sua—"
 radua) partai bcsar, y’akm Golkar da.n_
~ PDIE, cenderung turun cukup tajam.

- dlbaﬂdmgkan "pi.le'g 2004 Ini bé'r'éix:‘ii-.

PDIP

Kénaj_k_an_ suara partai Demokrat yang
sangat signifikan telah _menggei‘ogo_t__i
.ba'sisf.basis-ﬁﬁtama kedua parrai besar
té_r_sebut dan . partai-partai ;ke_cil"_dan
rﬁénépgah lainnya. . Seperti. bermain
total football, partainya SBY tersebur
nyaris -menguasai atau setidaknya
méwam_ai semua lini. Sulawesi Sela-
tan -berhasil dibuatnya tak sekuning
dulu lagi. Demikian pula dengan Bali
yang tak lagi memerah. Membirunya
Jawa Timur dan Jawa Barat jelas
merupakan tamparan hebar bagi elit

dan kader PDIP dan Golkar.

5 Lihat antara lain R. Siti Zuhro, “Pemilu
Legislarif 2009: Sebuah Caratan Kritis”,
Media Indonesia, 13 April 2009.

'Kcmampuan pa:tal Demokrat meng— -2
'-:':ungguh partai Golkar dan PDIB,
.antara; lam, dlsebabkan oleh cxtraﬁ._--':_-:':'.
llliflzDemokrat yang cenderung menun{f-*.:'-"}_ -
--*._Jukkan 51fatnya yang inklusif, terbu- =
ka aspiratlf dan relanf be;:s;h Mes«'i:f N
.__klpun secara umum; part:n Demoktat i
-:merupakan anak kandung ataw seti-
___dalmya saudara sedarah partai GOE—_':. S

kar dan’ teman sepenanggungan di -

_pemcnntahan, partai. Demokrat le-

~“bih mampu memlsahkan dmnya dari
- stigma partai- Orde Bam yang koluaf,

korup, ‘dan nepotisme (KKN). Le-
pas dari .faktor ketokohannya, komit-
men SBY dalam pemberantasan ko-
rupsi tampak lebih kuat dibanding-

kan dengan Golkar. Dalam banyak
kesempatan SBY secara tegas menya-
rakan dukungannya pada pemberan-
tasan korupsi.® Hal ini telah mem-
berikannya citra positf bagi Demo-

krat dl mata rakyat.

Sosok SBY sebagai pembawa gerbong
Demokrat tak jarang dikritik seba-

6 Relatif konsistennya SBY dalam membe-
rantas korupsi 1ni bisa dilihar dari keseri-
usannya untuk tidak melindungi korup-
tor meskipun itu melanda besannya sen-
diri. Lihat Keterangan Pers Presiden
“Pemberantasan Korupsi Perfu Dukung-
an Semuz Pihak”,

www.rl.go.id




1

_gal pemlmpm yang sangat scnsmf 7

- Namun, sensnmtasnya tersebut justru
'menguntungkan citranya, yang dinj-

lai santan hati-hatd dan mau men—

'dengarkan ‘SBY; misainya, tampak

bemsaha keras untuk- menjava jarak _-
) antara ranah kerja dan keiuarga be- -

sarnya Ta j juga SGH&DII&S& merespons

semua isu miring yang dilayangkan

kepada dirinya, keluarganya, dan juga
partainya. Upayanya untuk menjelas-
lcannya:secara argumentatif kepada
publik tentang keluarga besarnya yang
rerlibat dalam jabatan parpol dan
pemerintahan relatif berhasil sehing-
ga ia tidak dipersepsikan secara ne-
garif sebagai orang yang tengah mem-
bangun dinastinya.

Sementara itu, partai Golkar dipan-
dang gagal menunjukkan dirinya se-
bagai parpol anti korupsi. Banyak-
nya kasus korupsi dan skandal im-
moral yang menimpa kader Golkar
telahmenciderai citranya. Scbagai
pimpinan partai, JK kurang mampu
menjaga citra positif partainya kare-
na ia tampak lebih defensif dalam
menanggapi kader-kader parpolnya.

Selain itu, partai Golkar juga kurang

7 “Wiranto Mulai Perang Terbuka dengan
SBY”, hup: //hariansib.com.
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mampu menunjukkan dirinya séb’lﬁg{_ﬁ :
gai partai “terbuka’ yang memberi-
kan akses yang sama pada kader-
kadernya untuk menduduki jabétéﬁ:—”
Jabatan politik. Terobosan yang: per-:

‘nah dilakukan Akbar Tanjung dengan

membuat konvensi partai Golkar'-__
untuk memilih calon presideninya j juga”

tidak diteruskan. Hal ini menimbul-
kan kegelisahan pada sebagian elit
Golkar, seperti yang dirasakan Yudi
Krisnandi, Fadel Muhammad, dan

Sultan Hamengkubuwono.

Berbeda dengan Golkar, penurunan
suara PDIP dalam pemilu legislatif
2009, antara lain, disebabkan oleh
citra negatifnya yang semakin meng-
arah ke kedinastian. Regenerasi ku-
rang berjalan lancar di PDIP Bila
pada pemilu 1999 PDIP mampu
memenangkan pemilu dan dipandang
sebagai parpolnya wong cilik yang
mengusung gagasan Bung Karno,
pada pemilu 2004 PDIP dikalahkan
Golkar dan berada di ururan kedua.
lcon wong cilik yang lekat dengan
PDIP cenderung meluntur seiring
dengan menguatnya kesan PDIP se-
bagai parpolnya keluarga Bung Karno.
Satu demi satu teman-teman dekat
Megawati yang berjasa mengusung-
nya menjadi kerua dan membesarkan

PDIP hengkang.




R '313?51@1_'C':S;_1¢1;--vot_.:i.w'_mgl—_J_I_JN'i_}20_09-}314:5;;'2_'9.”_”'-_'_

__-Lepas dar_z 1tu, pengumuman has;l._:_.f
L 5zpemn u’flegislataf KPU, 9 Mei 2009
yan ':'dllakukan tepat waktu telah_'__'_'

- 'menghapus kekhawatiran banyak pi- .

o ‘hak. yang meragukannya, mengingat.
- selama ini kualitas kmerjanya dinilai
~ rendah dan bermasalah: Mesklpun_-;::
"'dcmlkian, tak ada kqutan berartl_"_”

* karena secara umum hasilnya sudah
diketahni pubhk melalui quick count..

Sesuai- dencan ketentuan, : sejumiah
parpol yang merasa dirugikan me-
layangkan ‘gugatan - sengketa- pemilu
ke Mahkamah Konstitusi (MK). Di
luar:perkiraan ‘banyak pihak, hanya
ada 63 perkara yang masuk ke Mah-
kamah Konstitusi, yakni 40 perkara
dari ‘parpol dan 23 lainnya dari ca-
lon DPDA. Sedikitnya perkara yang
masuk tersebut, terutama, “disebab-
kan karena proses pengaduan seng-
keta yang harus dilakukan melalui
parpol. Banyak kasus yang dialami
caleg tak bisa diproses lebih lanjut
ke MK karena berbenturan dengan
kepentingan internal parpolnya.
Umum diketahui bahwa pemberlaku-
an sistem suara terbanyak telah pula
menimbulkan persoalan di antara
sesama caleg dalam parpol yang sama.
Dengan kata lain, tdak sedikit caleg

yang merasa dirugikan oleh teman

8 www.rri-online.com, 13 Mei 2009,

-sepmmnya atau olch parpoinya se,n» G

dm

Subu poimk yang kian memanas
_:.menjelang pilpres sebenarnya meru- _'
- _pakan hal yang. wajar. Mesklpun de-
:mikmn, munculnya wacana ancam-w_f_.
an pemboikotan” pllpres 2009 yang~
"'dlionta_rkan sejumlah elic parpol jelas - -
tak bisa dlpandang remech. Selain akan
._-be_rpcngaruh pada legitimasi pilpres, .
‘bukan tidak mungkin implikasi an- -

caman tersebut bisa mengembalikan
arah jarum demokrasi kembali ke ritik
nadir. Yang lebih berbahaya lagi ada-
lah bila hal rersebut sampai menjadi
“bola liar” dan dipolitisasi ke dalam
ranah SARA sehingga menimbulkan
kekacauan sosial {chaos). Oleh karena
ity, tanggapan keras yang disampai-
kan SBY tentang hal tersebut cukup
bisa dipahami. Persoalannya ini bu-
kan sekadar masalah “black campaign”™
terhadap SBY dan partainya, melain-
kan karena implikasi negatifnya yang
bisa mencerai-beraikan persatuan na-
sional mengingat persoalan SARA
teramat sensitif.

Pola Hubungan Partai Politik
dan Massa

Dalam sitem politik yang demokra-




12

sy setxap pa,rtzu pohnk {parpol). se-
"mestmya mampu menunjukkan di-

rinya sebagai parpol yang terbuka,

.'__'-midumf dan transparan. Apalagi dea

ngan. dzber!akukannya sistern -suara

terbanyak dalam pemilu iegisiamf se- .
~karang ini.; Semesnnya setiap: calon

| -"1eg1slanf dan tokoh poht;k ridak saja

mendekatkan dirinya dengan kons-
tituennya, ~melainkan juga harus
menjaga citranya sebagai tokoh yang
bersih, - aspiratif dan -akomodarif: -

Pola hubungan antara parpol dan
massa ditengarai ikut berperan da-
lam memengaruhi munculnya frag-
mentasi kepartaian. Menurur Syaiful
Muzani, instabilitas hubungan anra-
ra parpol dan massa menjadi penye-
bab fragmentasi kepartaian,® Sebagai
contoh menurunnya perolehan suara
PDI-B Golkar, PAN, PPP dan PKB
dalam Pemilu Legislacif 2009 di satu
pihak, dan naiknya perolehan suara
partai- Demokrat ke posisi pertama
di pihak lain merupakan salah satu
bukti konkret. Tnstabilitas pola hu-
bungan ini akan mengancam proses
demokratisasi karena partai politik
yang menjadi pilar demokrasi sulit
melakukan konsolidasi.

Y Media Indonesia, 15 Mei 2007.
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Selam ‘itu, tingkat ketxdakpuasaﬁ:--
massa terhadap parpol -menjelang
pemilu legislatif cenderung tinggi. Ini.
karena aspirasi dan kepentingan massa:.-
tidak:‘terwakili dalam proses peng—_ﬁ'_
ambilan keputusan (kebijakan- pu-

‘blik). Parpol tidak melakukan fungsi

representasi-dan intermediasi secara
Parpol juga tampak sibuk
dan terjebak dalam pergulatan kepen-

maksimal, |

tingannya sendiri dan tidak menga-
baikan massa yang menjadi pendu-
kungnya dalam pemilu. Disadari acau
tidak, proses pengabaian ini secara
lambat namun pasti telah mende-
legitimasi eksistensi pareai politik.
Bagi massa, parpol gagal melaksana-
kan peran dan fungsinya selama ini
dan cenderung menggunakan insti-
tusi parpol hanya untuk memperju-
angkan kekuasaan dan kepentingan-
nya sendiri.

Idealnya parrai politik!® merupakan
sarana terpenting tegaknya demokra-

" Sejarah partai politik di Indonesia cen-
derung menunjukkan pasang surut, se-
suai dengan rezim yang memerinrah, Di
bawah pemerintahan Orde Lama partai
politik relatif berperan penting dalam
lancah politik meskipun akhirnya meng-
alami pelemahan fungsi karena dinilai
menjadi “duri dalam daging” dalam
membentuk pemerintahan yang kuar




"""'::ﬁkoahsi da am. permhhan Iangsungf'zj_-.-_'f”

_ dan sex 5 II '__Q'kepala daerah _.di _. _r_n_ana koallsx Yal’lg'_".f:_--.'_ .
."_ngontrol jalannYa Pemeﬂntahan te-."f: di i
tapi juga ‘harus ‘mampu. menye rap

‘aspirasi. masyarakat Kehendak dan

__'kepentmgan masyarakat tidak - bzsa

.dzabaikan ‘Degitu saja

Koahsl (Longgar) Partai

Koalisi antarparpoi dalam rangka
menentukan calon presiden dan wa-
kil presiden tak boleh hanya dida-
sarkan atas hitung-hitungan képen—
ringan politik jangka pendek. Ideal-
nya, koalisi parpol dibangun berda-

sarkan kesamaan platform .ideologi

dan efekdif. Di bawah Orde Baru partai
politik tidak difungsikan (alias dibonsat).
Partai yang banyak mengalami fusi sehing-
ga tinggal tiga: Golkar, PDI dan PPP
Dinamika partai sejak tahun 1950an
sampai 2009 cenderung diwarnai konflik,
yang membuat partai politik di Indone-
sta belum sungguh-sungguh fokus untuk
menjadikannya sebagai partai kader yang
berorientasi merepresentasikan kepeaf
tingan rakyat. Konsolidasi integsmat-p

"-_donesza tldak memihkl ke}elasan 1deo~ s

E‘R?U sTAKAAN
pERGUALIAN TINGGI 1LMU KEPC

"_.::'-:karena hampl. .sem.ua ;_D.ar.poi di In;_f_; :

milihan. Tldak bisa dihindarkan,
koahsi semacam it hanya megupa- '
: pada memperjuangkan kepentmgan
.masyarakat :

Pcr_tanyaannya, ‘apakah manuver-ma-
nuver koalisi parpol menjelang pilpres
tersebut dimaksudkan untuk mendo-
rong sistem politik yang lebih baik
dengan memperkuar ideologi partai
dan pembentukan political merit sys-
tem? Arau sebaliknya, fenomena ter-
sebut cenderung membuktikan bah-

condong mengangkat isu yang ridak men-
jawab kebutuhan esensial dari partai it
sendiri, sehingga gagal menjadi partai
kader. Partai belum melaksanakan fung-
sinya secara maksimal sebagai pilar de-
mokrasi. Karena iru, pembenahan partai
mendesak dilakukan. Karena pengabai-
an atasnya akan berpengaruh terhadap
profesionalisme partai dan juga kualiras

4 hendak dibangun.

koalisi partai_van,

LISIAN
JANARTA

pentmgan untuk memcna.ngk_n pe— e




'wa budaya OPOSISI d1 kalangan it
“dan - pengurus. pamu pohtlk belum
" eksm> Menjadl oposm belum dlang— -_
gap bagian terpenting penguatan sis- -

tem demokrasi. Keudaksmpan elic dan :

'.:".3_parpoi untuk berada ch iuar rzng

~kekuasaan dan’ menjadi op05131 me- -

-iahlrkan kesuhtan tersend1r1 éaiam
'membentuk koahsl pumermtahan

Di -té’féran ‘empirik koalisi Yang ter-
bentuk menunjukkan besarnya kepen-
tingan untuk mempertahankan ke-
kuasaan di pemerintahan: Hal ini bisa
jadi tidak akan menciprakan kinerja
pemerintahan yang baik. Masalahnya
hal tersebut tidak hanya akan me-
ngaburkan kontrol DPR terhadap
pemerima}a, tetapi juga akan menye-
babkan terlalu bervariasinya kepen-
tingan politik di pemerintahan. Tidak
jelas siapa yang menjadi partai yang
mermerintah dan siapa yang menjadi
partal oposist.

Pengalaman pemterintahan SBY-JK
bisa dijadikan pelajaran penting. Se-
jumlah menteri justru ikut menyikapi
secara kritis kebijakan pemerintah.
Selain bertentangan dengan etika
berpolitik, hal itu juga sangar kon-
traprodukdif dan mengancam soliditas
pemerintahan, Karena m;, perlu di-
kembangkan diskufsu
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':'yang meﬂ}adz tujuan akhlr sebuahf:_

koahsx jlka piatform 1deoiog1 parpoi"

Itldak harus ada nllal dasar (bzzszc‘/core.

'mlm) yang akan dlcapa1 koalisi’ pe—:.
' "menntah;m FEsensi dasar pemeﬂntah- 3
an adalah terseienggaranya peiayanan_ :
dan’ kese;ahteraan masyarakat seba-

gaimana diamanatkan UUD 1945.
Dengan kara lain, berpcmermtahan
adalah memperjuangkan pela}ranan
dan kesejahteraan masyarakar. Keber-
adaan pemerintah baru akan dirasa-
kan masyarakat jika ada peningkat-
an kualitas pelayanan dan kesejahte-
raan, bukan sebaliknya.

Pelayanan publik dan kescjahteraan
masyarakat merupakan nilai dasar
vang harus dijadikan syarat koalisi.
Tampaknya hal ini sulit diwujudkan
jika para elit politik hanya mengang-
gap koalisi sebagai cara untuk men-
dapatkan atau mempertahankan ke-
kuasaan. Oleh karena itu, kontrak
politik seperti yang dilontarkan SBY
merupakan hal vang penting untuk
dijadikan dasar pembentukan koali-
si.!! Konerak polirik ridak hanya berisi

! Kontrak politik yang berkembang bela-
kangan ini semestinya dimaknai sebagai
suatu cara untuk meminta pertanggung-

jawaban pemimpin atas visi, misi pro-




L me\évujudkan ter}adinfé

: yanan pubhk dan terpenuhmya hak

ekonoxm, sosml dan pohuk masya—.

rakat sebaga1 hak-—hak asasi ‘warga.
Kesepakatan atas tjuan yang . akan
dicapai koalisi ‘dalam pemerintahan
jauh lebih penting daripada sekadar
mengatur-hak dan kewajiban parpoi

daiam koahs1

Selam iru, hal penting yang juga t1dak
boleh dilupakan dalam koalist adalah
masalah pengisian kabinet. Karena
mesin pemerintahan ditentukan dan

digerakkan ‘kabinet, kesepakatan pe-

gram yang disampaikan sclama masa
kampanye. Sistem presidensiil yang di-
kombinasikan dengan sistem multipartai
menyebabkan koalisi pemerintahan yang
efektif dan kuar sulit dibangun. Kontrak
politik juga dimaksudkan sebagal upaya
menjaga agar pemerintahan tidak mudah
goyah, dan untuk mengikat partai poli-
tik yang telah sepakar membentuk koali-
si pemerintahan agar konsisten dan tdak
saling menyerang.

';.ja ":.;-_pembicaraan koahs

'-menenrukan fermazﬂ kabmetnya

'Karen '

_nglsian kabmet hams men}adl bagi-.'_--_- o

erlalu ba--

nyak parmer koahs}. Jelas ékan me—
| _' '-'-nyuhtkan_ | premden terplhh dalam

':-:Premden terplhh }uga harus: menda— -
eformasi r-fpatkan dukungan pohtlk dan DPR. -
' ;bimk:d,s; penmgkatdn ;gualitds pelan-

ity gabungan parpoi dalam :

_koahsz pengusung ¢ calon presiden se-
tidaknya perlu memiliki 51 persen

s'_u_a_;_é di DPR. .'_I_de'alnyzi;f partai peng- -
usung calon ..P'residen.-':mc_raih suara .
mayoritas mutlak di DPR dengan
komposisi koalisi partai yang seder-
hana.!? Tetapi, mengingat banyaknya
jumlah parpol, untuk meraih suara
mayoritas di DPR diperlukan pula
koalisi parpol di Parlemen. Sebagai-
mana terlihat dari hasil pileg 2009,
tak satu pun parpol yang mampu
memperoleh suara yang signifikan.'3

{2 Di antara ketiga pasangan calon presiden
dan wakil presiden, hanya pasangan SBY-
Boediono yang didukung oleh lebih dari
519% suara. Pasangan yang didukung oleh
partai Demokrar, PKS, PAN, PPP, dan
PKB tersebut memiliki sekitar 56% sua-
ra.

13 Sebagai pemenang pemilu legislatif
2009, perolehan suara partai Demokrat
kurang dari 25%.




R '.Pada sisi lam, periu puia dxpilﬂrkan_
s untuk membentuk pemenntahan yang

- berdasa_r prinsip profesmnahsme Peng-

- nya tidak ha.nya didasarkan atas per-

: _tlmbangan politis, tetapi juga kemam-

s _-puan, kompeten51, Lomitmen dan_'.
o pggga__i_aman_ sescorang: Pertimbangar;

+profesionalisme ini penting agar koa-
lisi pemerintahan tidak hanya menja-
di-ajang polirisasi pemerintahan, te-
tapi,..m'crupakan;-upaya untuk mewn-
judkan tujuan-tujuan bernegara. Oleh
karena itu, selain berasal dari kalang-
an parpol yang tergabung dalam koa-
lisi, untuk hal-hal tertencu pengisian
kabinet tersebut bisa dijuga diambil
dari luar.parpol, khususnya dari ka-
langan profesional.

Lepas dari persoalan tersebut, yang
menarik adalah bahwa sejak pengu-
muman hasil quick counr pileg, se-
mua parpol yang lolos parliamentary
threshold (PT), khususnya, sibuk me-
lakukan komunikasi pelitik dan men-
jajaki pembentukan koalisi dengan
sesama mereka, terutama, guna meng-
hadapi pilpres. Dengan jumlah parpol
yang besar, tidak satu parpol pun yang
bisa menjadi kekuatan politik yang
dominan, baik di pemerintahan mau-
pun di parlemen, tanpa berkoalisi
dengan parpol lainnya.
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_ 'Sebaga; parpol pemenang pemllu dan': g
~ditambah: dengan elektabilitas SBY -

| _yang tlnﬂgi, Pai'tai Demokrat tciah
o 151an kabmet pemermtahan hemdak— o |

dang banyak pna Selam se}umlah_::
~parpolkecil yang tak lolos T, seﬂper«fz
tiPBB; parta1 menengah seperti PKS,
__PAN, PKB, PPP juga menunjukkan"

‘minatnya untuk berkoalisi- dengan

Demokrat. Hal yang sama juga ditun-
jukkan Golkar ‘sebelum akhirnya
membentuk koalisi sendiri. Menya-
dari perolehan suaranya yang lebih
kecil daripada Demokrat, Golkar be-
rencana mengusung kembali pasang-
an SBY-JK. Tapi keinginan Golkar
tersebuc tampaknya “ditampik” SBY.
Meskipun sangat memburuhkan Gol-
kar, SBY tampaknya agak kurang sreg
untuk bersanding kembali dengan JK
dan karena itu meminta Golkar untuk
mengajukan cawapres lainnya. Peng-
alaman SBY berduet dengan JK sela-
ma periode 2004-2009, membuatnya
relatif hati-hati. Selain karena peme-
rintahannya dinilai banyak orang me-
miliki “dua nakhoda”, sebagai pimpin-
an Golkar, JK juga mengesankan ber-
main mata dengan PDIR

4 Hal tersebut bermula dari adanya perte-
muan kedua parpol tersebutr di Palem-
bang tahun 2007. Keberatan terhadap JK

juga secara jelas dinyarakan elic PKS.




o Hanura,

-;um-n:csrc;:-._.-va.--wm:;m:oos_s:_-ms;-_zs SRR

_: Penola.kan halus SBY terhadap ]K

telah membuat. Golkar kemudian

- _'mehrik kembah PDIP dengan meng-_. _-
‘usun JK sebagai capres Keadaan

o :_'tefsebﬁt membuat- peta; koalisi besar -
o {berahh dari blok SBY ke blok Me-
_'_S_G_oikar, PDIR Germdra,_j._'
' '_"r'Megawatl dan sekahgus pula memu-f-
pus ancaran boikot pemilu yang
‘pernah diwacanakan, Jalan buntu yang
dihadapi PDIP - Gerindra pun-se-

‘makin tampak karena masmg—masmg

dan’ sejumlah parpo! kecil

-iamnya pun meﬂd&darasman ‘koali-

si besar” di parlemen. Tetapi, kece-
riaan ‘tersebut seolah terhenti ketika
mereka ridak bisa menemukan titik
temu untuk mengusung capresnya.
Sebab semua pimpinan parpol ber-
lindung di ‘balik ‘amanat pafpoinya
untuk “hanya men}adi capres dan
bukan cawapres ' '

Ta'npa'-'r'ﬁengesampingkan fakior la-
innya, seperti elektabilitas, jalan bun-
tu yang dihadapi blok Megawari ter-
sebut agaknya juga disebabkan oleh
usia para capres masing-masing par-
polnya. Usia rata-rata mereka yang
di aras kepala 6 dan mendeckati ke-
pala 7 telah membuat mereka tak
melihat kesempatan lain, kecuali da-
lam pemilu (2009) ini.!> Trulah se-
babnya mengapa realitas perolehan
suara pileg masing-masing parpol
seperti dikesampingkan.

5 Hanya Prabowo Subianto yang usianya

masih di bawah 60 ehun.

'-Dengan Moteo leblh Cepat lebih
baik?, akhlrnya partai Goikar dan'ﬁ._:"'_"_'
.'_partau Hanura melompat ke iuar dan
: mendeklarasxkan ]K eranto sebagal'_ y
'fpasangan capres»cawapres 16 Keputus—_' o
“an tersebur dengan sendlrmya mem-

:__buyarkan 1mp1an k0a1151 besar blok o

pihak tak juga bergemmg dari pen-

diriannya. Sementara itu, pilihan
untuk mencari cawapres dari parpol
lain semakin sulit. Sebab PKB, PKS,
PAN dan PPP sudah menunjukkan
kecenderungannya untuk merapat ke
Demokrat. Seolah menyertai Golkar
- Hanura, pada detik terakhir Pra-
bowo -Subianto merelakan dirinya
untuk menjadi cawapres Megawati.
Dengan demikian, terdapat tiga pa-
sangan capres — cawapres yang maju

dalam pilpres 2009.17

16 pasangan JK-Wiranto ini juga didukung
satu partai yang tidak lolos parliamentary
threshold.

Ketiga pasangan capres-cawapres terse-
but adalah SBY-Boedione dengan jargon
SBY Berbudi , Ji-Wiranto dengan jar-
gon JK Win, dan Megawati Prabowo de-
ngan jargon Mega Pro Rakyar.




..:;5-1_8:.._ SR

R Melihat jalaunya drama koalisi poli-
ik tersebur, tampak sekali bahwa
' pembangunan k()ahSi antarparpoI sa-

- :ngat dipengaruhl oieh faktor’ kepen«

o -_-.-seekor burung mcreka bisa hmggap_

_‘tingan ‘partai - ‘dan ehtenya Ibarat

~dil mana. saja tanpa. terbebani oieh'

L '-'.zperbedaan 1deolog1, platfc)rm dan misi

- -partai masing-masing. Ec_n_omena ini -

sesungguhnya bukan hal baru. Pada

masa; Orde Lama, misalnya, dua
p_arﬁg_i:_hiam terbesar, yakni NU dan
Masyumi saling berseberangan. NU
lebih memilih merapat ke Sukarno,
sedangkan Masyumi justru memilih
menjadi rivalnya Sukarno.!8

Kalaupun pernah terjadi koalisi antar-
parpol Islam dalam bentuk “Poros
Tengah”, koalisi tersebur bersifar sa-
ngat rapuh karena sarat dengan ke-
pentingan politik. Meskipun koalisi
tersebut berhasil menjadikan Gus Dur
sebagai presiden pertama era refor-
masi, masa koalisi tersebut tak lebih
dari seumur jagung yang pupus sei-
ring dengan dilengserkannya Gus Dur
dari kursi kepresidenannya, khusus-
nya, oleh kelompok mereka sendiri.

18 Lihar R. Siti Zuhro, "Dramaturgi Koali-
si Parpol dalam Pilpres”, Media Indone-
sia, 11 Mei 2009.
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Fenomena yang sama }uga dlalaml.; |

oleh SBY: dan partamya ~Tidak: sedl-".

kit . kebi;akan pemermtah yang tak

;didukung oleh parpol yang mcngaku )

berkoaiisi dengan Demokrat. Sejum—'- :

_.-lah hak angket di DPR,. mzsalnya
juga dimotori olch beberapa anggo--
“ta: DPR dari parpol yang berkoalisi -

dengan pemerintah, termasuk PKS:
dan Golkar. Oleh karena itulah, jauh-
jauh hari SBY sudah menyatakan
hanya akan membangun koalisi de-
ngan kontrak politik yang jelas, .

Mengingat pengalamannya tersebut,
akhirnya Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) memilih Boediono sebagai
calon wakil presiden dalam pemilu 8
Juli 2009. Tetapi, pilihan SBY terse-
but tak berlangsung mulus. Parpol-
parpol menengah yang menjadi mi-
tranya, yakni Partai keadilan Sejah-
tera (PKS), Partai Amanat Nasional
(PAN) dan Parrai Persatuan pemba-
ngunan (PPP) menyatakan keberat-
annya.'? Penolakan rerhadap Boe-

19 Keberatan tersebu dikarenakan Boediono
tidak mewakili aspirasi “ummat Islam”.
Karena SBY dianggap mewakili tokoh
nasionalis, mereka berharap calon wakil
presidennya berasal dari “tokoh Islam”.
Menurut Amien Rais, selama ini pasang-
an presiden dan wakil presiden selalu
mencerminkan perpaduan antara rokoh
nasionalis dan Islam.
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: . .:.'._;’diong ug_a d'sampaikan olch maha—_..._":_
| 515‘ d_ Qbeberapa'kampus, ]_SM daﬂ : elain _ L
.. : : f'_:--dukungaa parpol menengah pasang—:__:_-_

:Z-;.;-an SBY- Boedlono JUga memperoieh_-';'_-':_3_-..-_
dukungan 18 parpol yang tak Iolos_'_ﬁ:'-__:'
-parlzamentmy r/aresboLd 2L S

. Tabd --’-:Pefﬁé_iehéri-zKufsi-zs Pangancain

da.rl SBY tentang pzhhannya terha—

~Kursi

Jumlah |-

Partai Demoksar, PKS, o

PPP, PKB, PAN . - 314

2.} JK - Wiranto

"Partai Golkar dan partat

Hanura 125

LB, -Megawﬁa'ti-Bowo '

PDIP dan Partai Gerindra 121

Suiﬁben diolah dari bebe;aﬁa media massa ibi_ﬁ{ota, 11 Mei 2008.

Ketiga pasangan tersebut masing-
masing memiliki keunggulan dan
kelemahan. Dari sisi jumlah dan
persentase perolehan suara serta kus-
si'di DPR hasil Pemilu Legislatif
2009, pasangan SBY—Boédionb"sangat
unggul dibandingkan JK-Witanto dan
Megawati-Prabowo Subianto. Pasang-
an SBY- Boediono memperoleh 56%
suara. Namun, hal tersebut ridak

dengan sendirinya menjamin keter-
pilihan. Sejarah Pemilu Presiden 2004

20 Menurut mereka Boediono adalah ahli
ekonomi pendukung neoliberalisme.

membuktikan bahwa pasangan SBY-
JK yahg pada wakru it tak didu-
kung Golkar justru menjadi peme-
nang pilpres. Padahal, seperti dike-
tahui, perolehan suara partai Demo-

krat hanya seckitar 7%.

Masalah ekonomi jelas merupakan
masalah krusial yang akan diusung
oleh ketiga pasangan tersebur di aras
dalam kampanyenya. Di antara keti-
ga pasangan tersebut, baru pasangan

21 Selain PDIP dan Gerindra, pasangan
Megawati - Prabowo didukung pula oleh
7 parpol yang tak lolos PT.




| SBY Boediono yang secara smgkat,-
E - padat tapi jelas menyarnpalkan kebi-
}akan ekonomi’ yang hendak dilaksa-

' nakan, _ sebagalmana dlsampaikan

- dalam’ pldato deklarasi pasangan ini;

- Meskipun :pasangan SBY-Boediono
~ percaya pada mekamsme ‘pasar, pada

- saat yang sama keduanya berpenda-:

“pat_bahwa pasar juga harus diatur
pula oleh ‘pemerintah. Dengan per-

nyataan tersebut mereka menepis

anggapan bahwa - Boediono adalah’

pencanut neoliberal yang tidak pro
rakyat :

Sementara itu, pasangan Mega-
Prabowo belum secara jelas dan tegas
menyampaikan rencananya di bidang
ckonomi meskipun pasangan ini acap-
kali menyampaikan model ekonomi
kerakyatan yang ingin dibangunnya.

22 Tidak sedikir orang yang salah mengarti-
kan neoliberal (neolib) sebagai bangkit-
nya kembali liberalisme. Neolib dalam
kaitan ini dapat dimaknai sebagai aliran
ckonomi yang ingin memperbaiki pen-
dekatan liberalisme ekonomi dengan
memasukkan unsur-unsur etika di datam
kebijakan, implementasi arau permain-
an ekonomi di lapangan. Masalahnya,
berapa persen rakyat Indonesia yang men-
jadi pelaku pasar finansial di negert ini?
Agaknya jumiahnya terlalu kecil untuk
dibandingkan dengan jumlah yang tidak
bermain di sekeor rersebut.
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Di tenvah derasnya arus globahsasi'_- j_
yang menerpa negeri ini, yang patut
dipertanyakan adalah apakah pasanganf'_. :
.- 'Mega—Prabowo akan menawar kan:::’-
beniuk ekonomi berdikari yang me-

~nutup ‘pasar Indonesia dari pelaku‘"-:'
 ckonomi asing? Atau apakah pasangan
ini akan menawarkan model “ekoncirrﬁ N
‘benteng” yang pernah digagas Prof. -
Sumitro Djojohadikusumo tahun -

1950-an atau, bahkan mungkin, akan

menawarkan pilihan model ekonomi
Pancasilanya Prof. Mubyarto?

Seperti halnya pasangan Mega-
Prabowo, bentuk model ekonomi

yang akan diusung pasangan JK-

Wiranto juga belum jelas.

Keunggulan pasangan capres-cawapres
tidak hanya diuji dari kemperensi-
nya menghadapi dan mengatasi ma-
salah ekonomi politik domestik, tapi
juga dari kapasitasnya dalam mema-
hami politik luar negeri dan posisi
serta peran Indonesia di forum re-
gional dan internasional. Sejumlah
pertanyaan yang perlu mendapat pen-
jelasan, misalnya, mau dibawa ke
mana arah politik fuar negeri Indo-
nesia ke depan? Apakah semboyan
“mendayung di antara dua karang”
(seperti dilontarkan Bung Hatta pada
awal era Perang Dingin) dan “berla-
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o ya.s: d1 antara banyak karang/rmtang‘
: (sepem yang dikonsepkan oleh -
- '_-_;SBY pada awal pemermtahannya)_

*mamh relevan dan akan men]adl ke-:

_ ';-bljakan pentlng pohtlk luar negeri
'r_-Indonesw’ Apakah reposisi- diperiu‘

i :__kan Indonesm dalam konteks hubung—_

:annya dengan ASEAN dan demlk_lan
juga dengan wilayah Asia Pasifik,
Eropa Utara dan Timur Tc:ngahp

Last, but not least, seperti pada pilpres
2004 kebanyakan pemilih yang bera-
sal dari kelas menengah bawah tam-
paknya kurang mempedulikan bentuk
kebijakan ekonomi atau model poli-
tik luar negeri apa yang akan diusung
masing-masing pasangan. Sebab, bagi
mereka hal tersebut terlalu sulit untuk
dipahami. Bagi mereka yang lebih
penting adalah persoalan citra dan
popularitas capres-cawapres. Oleh
karena itu, seperti halnya pada pilpres
2004, keunggulan pasangan capres-
cawapres dalam pilpres 2009 akan le-
bih ditentukan pada kemampuan ma-
sing-masing pasangan dalam memba-
ngun politik pencitraan dan popu-
laritasnya untuk meyakinkan rakyar.

Implikasi dan Prospeknya

Bangsa Indonesia tampaknya masih

_';Ordc Baru seharusaya menjadz pela— i

jaran berharga bahwa institusi demo-.

-.'_.krash etika dan kejujuran ‘merupa-.

Jean aspek penting yang perlu diba- -

“ngun. Tetapi, sjarah terscbut am-
paknya kembali dilupakan oleh elit
~politik dan penguasa. Perpecahan -

internal partai politik kerap terjadi
sebagai akibat dari kepemimpinan
parpolnya yang tidak demokratis.
Keadaan tersebut dapat dikarakan rak
berbeda jauh dari masa kepartaian di
zaman Orde Baru sang penguasa
partai kerap memperlihatkan hak
vetonya dalam mengatasi masalah
ketimbang aturan-aturan kepartaian
dan demockrasi. Bedanya, pada masa
Orde Baru, kader partai yang tak puas
harus tersingkir dari panggung poli-
tik karena tak bisa mendirikan parpol
baru.

Keadaan internal partai yang tidak
terselesaikan dengan baik sesuai de-
ngan rambu-rambu demokrasi mem-
buat parpol makin sulit meyakinkan
konstituennya untuk memberikan
dukungannya dalam pemilu. Dengan
institusionalisasi parpol yang masih
lemah, sulit diharapkan lahirnya ke-
bijakan yang dapat memihak kepen-

tingan rakyat. Keadaan inilah yang




.-membuat masalah pengangguran,
' .'kem;sklnan, pendldlkan dan masalah
pembangunan pada umumnya tak
 juga menemukan pemecahannya. De-
_ ngdﬁ"katé lain, proses pemilu dan
- pasca pemilu seharusnya berkorelasi

:_ .-posmf sehmgga dapat menchasxlkan

*_pemerintahan baru yang mampu me-
realisasikan’ pemerintahan yang baik
untuk melayani masyarakar.

Hasil Pemilu Legislatif 2009 menun-
jukkan bahwa diterapkannya sistem
suara terbanyak, semakin memperkuat
otoritas rakyat. Kemenangan pileg
adalah kemenangan rakyat. Qtoritas
rakyar dalam memilih wakil dan par-
tai -yang dikehendakinya tercermin
dengan sangat gamblang melalui hasil
penghirungan KPU. Hasil pemilu
menunjukkan bahwa rakyac telah
memberikan pelajaran dan hukuman
kepada parpol yang dinilainya telah
lalai mewakili aspirasi dan kepenting-
annya.sehingga nasib mereka tetap
terpuruk.

Lepas dari itu, ada beberapa hal pen-
ting yang harus dibenahi berkenaan
dengan pilpres 8 Juli 2009. Pertama,
masalah DPT Pilpres harus bisa di-
selesatkan dengan baik. Dalam hal ini,
Selain KPU, Pemerintah dan parrai

politik juga harus berrang ggungjawab

JURNAL CSICI - Vol. V/MELJUNI 2009 - Né’.’_’;_zé ‘

mengatasi masalah DPT sesuai - de~ B
ngan kewenangan dan tugas masmg—_"_

masing. Kedua,. dalam waktu yang
sangat terbatas men;elang pllpres,_:'
KPU harus mampu merencanakan
dan-mengarasi masalah kebumhan:
logistik pemilu dengan baik, seperti
jumlah TPS, pengangkatan KPPS
tinta, kotak suara, bilik suara, surat
suara, dan formulir-2. '

Dalam hal koalisi pilpres, idealnya
arah koalisi dalam membentuk kon-
ser demokrasi yang terkonsolidasi
harus jelas, terformart, terukur ‘dan
solid agar penguatan sistem presiden-
sial yang mengedepankan mekanisme
checks and balances dapat diwujud-
kan. Dengan kata lain, koalisi “pela-
ngi” yang sudah terbentuk saat ini
semestinya terbangun secara kokoh
ranpa menonjolkan pragmarisme dan
kepentingan jangka pendek. Dengan
begitu, koalisi yang terbangun tidak
semata-mara mengesankan koalisi
untuk “bagi-bagi kursi” di kabinert,
tetapt juga dalam kerangka rekons-
eruksi sistem politik demokratik yang

kuart, stabil dan produkciffefektif.

D1 tataran praksis, drama koalisi
politik yang berlangsung belakangan
ini tak urung telah membuar banyak
rakyat seperti menonton dagelan ke-
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-topmk atau ieﬂong yang cerl

men}adl ;blessmg in.

partau yang leblh mengemuka mem-
buat peta perubahan polirik . suht
dlp_redlkm Apalagi elit parpol acap-
kali bersembunyi di balik ungkapan
“tak ada yang tak mungkin dalam
politik”. Komunikasi politik yang
dilakukan Partai Demokrat dan PDIP
di tengah upaya Demokrat memba-
ngun koalisi dengan parpol Islam dan
PDIP dengan Gerindra, bukan saja
relah mengejutkan parpol Islam dan
JK-Wiranto, tetapi juga rakyat ba-
nyak. Selain membingungkan, zig-zag
politik tersebut tidak memberikan
pendidikan politik yang batk pada
masyarakat. Hal tersebut bisa men-
cederai kepentingan politik para pe-
milihnya. Sebab, harapan rakyat un-
tuk memperbaiki nasibnya akan se-
makin jauh dari kenyaraan.

Pupusnya ancaman boikot pilpres
telah membuat rakyar dapat berna-
fas lega. Bagi rakyar, dalam kemis-

kinan hanya rasa aman yang mam-

taﬁjra :
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'_buat me.reka mamh bxsa tersenyum S
".'r._f'Pextanyaan \ a_'ada}ah apakah kali ini
-para elit paféol baik yang te:pihh
di parlemen maupun d1 pemermtah-:_:_
pe- an memiliki mata. hati untuk ndak'
o ' LErWijuC "_.-._:'_"terus mencederm rakya 7’
o _:.tuhny koallsl besar. Megawan dkk." ' =

® sguzse':'i)agl SBY. -.
dkk. Faktor kepentmgan elit dan :

'___'Pemlhhan presxden 2{}09 prospeknyafﬁ
akan cerah, bila: para.. eht -mampu.

melakukan. terobosan pohuk yang

signifikan dan bermanfaat bagi rak-

yat. Calon pemimpin yang berkon-
testasi dan berkompetisi dalam pilpres
mampu menawarkan program-pro-
grama yang bisa memperbaiki nasib
Warga negara. Hanya melaluai tawar-
an program yang bisa dipertanggung-
jawabkan tersebut rakyat bisa mena-
gh janji kepada pemimpin yang te-
lah berikrar dalam kampanye pilpres.

Selain peran pemimpin yang sangat
krusial dalam membenahi negeri ini,
ke depan Indonesia juga perlu mela-
kukan perampingan parpol agar pe-
merintah Jebih dapat berkonsentrasi
penuh merealisasikan program pem-
bangunan ekonomi. Ini dimaksudkan
agar efekiivitas pengambilan keputus-
an politik dapat terwujud. Peram-
pingan parpol juga diperlukan kare-
na sesungguhnya banyak partai yang
berasal dari spektrum arau domain
ideologi yang sama schingga dapat
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__dlgabungkan ke daiam partal yang :

. ;'.sama Hasﬂ penehtian Juoa ‘menun- -

_ ;ukkan bahwa masyarakat. pada da—
~ sarnya- tak menghendak_l banyaknya
: .'5parpol karena membuat rnereka se-

. makm bmcrung

- "'Oleh kaiena 1tu, ya,ng perlu dlbangun
adalah pola k
format, terukur dan pcrmanen Koa-
lisi tersebut seyogyanya pula perlu

23 Lihat antara lain Syamsuddin Haris {ed),
Partai Dan Parlemen Lokal Eva Transisi
Demokrasi di Indonesia. lakarra: LIPI
Press, 2007. Selama dua tahun terakhir
ini (2007-2009) keinginan untuk
merampingkan jumlah partai politik
semakin gencar disuarakan mengingat
fragmentasi partai cenderung makin ma-
rak. Ironisnya, banyaknya jumlah partai
saat ini tidak berkorelasi positif terhadap
pluralisme masyarakar Indonesia. Seba-
liknya, fenomena banyaknya parrai ter-

coalisi yang lebih ter-

- }URNAL {c:__sic:i : ifc;l." _\ifi\’&}a_x'—jml 2009 - No. :é'f9.-‘ o

-dzpayungl oleh undang—unda_ng Pe—'_
'ngerucutan ‘koalisi parrai men}adl--_ '
'hanya dua saja men}adi prasyarat"

' pentmg ‘Demikian juga dengan fraksi
'_'di Parlemcn cukup dua saja, yaknl_.
o :fraksx pemenntah dan frak51 0903151 |

.'_Reahsasx dan konsmtf:nm 1n1 ‘sangat.

dlperlukan untuk men}amm efekti-'-"

pro~rakyat dan beﬂangsungnya sistemn
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sebut justru membingungkan masyara-
kat dan ikut berkontribusi negatif terha-
dap pelaksanaan pemiu legislatif 2009.
Argument tersebut juga sangar menge-
muka dalam dikusi yng dilakukan oleh
“Kaukus untuk Konsolidasi Demokrasi”
vang diselenggarakan atas kerjasama Pusat
Penelitian Politik LIPI, The Habibie
Center dan FISIP Ul, Widya Graha LIPI,
27 April 2009.
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R. Siti Zuhro, op.cit.




